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ABSTRAK

Proses implementasi program KBR di Kabupaten Kayong Utara belum terlaksana
dengan baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kendala yang terjadi dalam
tahapan proses kebijakan tersebut. Proses penyusunan RUKK oleh kelompok tani
dalam penyampaian usulan kegiatan masih sering tidak sesuai dengan ketentuan
yang tertuang dalan juknis dan proses pencairan dana kurang berjalan lancar
karena melewati beberapa tahapan birokrasi yang rumit. Pada tahap pelaksanaan
pembibitan, kelompok tani masih belum siap dengan media pembibitan karena
keterbatasan pengetahuan petani dalam mengelola bibit. Proses pendampingan
petugas belum memberikan pendampingan secara maksimal kepada kelompok
tani sehingga kelompok tani masih kurang menguasai cara penyusunan RUKK,
pembuatan kebun dan pemeliharaan bibit. Faktor yang mempengaruhi
implementasi program menunjukkan bahwa faktor komunikasi, sumber daya,
disposisi dan struktur birokrasi memberikan pengaruh terhadap proses
pelaksanaan peogram KBR.
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Kabupaten Kayong Utara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi
Kalimantan Barat yang telah menjalankan program KBR. Program ini tersebar ke
beberapa desa kecamatan dengan melibatkan secara langsung masyarakat
setempat sebagai kelompok pengelola KBR. Program KBR tersebut dijalankan
dalam bentuk swakelola oleh masyarakat setempat, dengan harapan akan mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kelompok pengelola terutama
para anggotanya. Implementasi program KBR memiliki manfaat yang sangat luas
tidak saja untuk melestarikan lingkungan khususnya lahan kritis, tetapi juga akan
mampu memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar.
Kendati demikian sebagaimana dikemukakan oleh para ahli kebijakan, bahwa
proses implementasi kebijakan tidaklah mudah, bahkan biasa tidak sesuai tujuan
yang diharapkan. Hal yang sama juga terjadi dalam implementasi program KBR
di Kabupaten Kayong Utara. Hal ini terlihat dari beberapa indikasi permasalahan
yang terjadi dalam setiap tahap/proses implementasi program.

Berdasarkan observasi pendahuluan diketahui beberapa indikasi
permasalahan bahwa, penyusunan RUKK tersebut masih banyak mengalami
kendala salah satunya adalah minimnya kemampuan kelompok tani dalam
membuat RUKK vyang diajukan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Kayong Utara. RUKK berisikan rencana dan alokasi anggaran yang
diperlukan olenh Kelompok Tani untuk melaksanakaan pembibitan hingga
pemeliharaan serta pembelian sarana prasarana produksi. Disatu sisi kelompok
tani diberikan keleluasaan dalam menyusun RUKK, namun disisi lain RUKK
tersebut harus disusun dengan besaran alokasi anggaran yang sudah ditetapkan.
Dalam hal ini terlihat bahwa program KBR tersebut belum tersosialisasi dan
terkoodiri dengan baik oleh implementor program. Pada tahap verifikasi proposal,
kelompok tani yang masik kurang pengetahuan dalam pengajuan proposal banyak
yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan adminsitratif, sehingga
berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan program, terutama untuk pencairan
dana kepada kelompok tani.

Hal penting lainnya yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan program
KBR adalah kurang optimalnya peran serta masyarakat desa yang tergabung
dalam kelompok tani, di mana mereka kurang terlibat dan juga tidak dilibatkan
secara aktif dalam berbagai aspek kegiatan. Hal ini dikarenakan pola pikir
masyarakat yang masih belum paham dengan program KBR. Kondisi di atas
justru menimbulkan masalah baru yaitu masyarakat yang tergabung dalam
kelompok tani cenderung dijadikan objek saja dan kurang terlibat dalam
merumuskan rencana kegiatan.

Berdasarkan indikasi permasalahan pada proses implementasi program
KBR di Kabupaten Kayong Utara yang belum sepenuhnya terlaksana sesuai
dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan penulis tertarik untuk mengungkapkan
gambaran secara koprehensif mengenai proses implementasi KBR di Kabupaten
Kayong Utara melalui sebuah penelitian.
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2. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini adalah aspek “proses” dan faktor-faktor
yang mempengaruhi implementasi program KBR di Kabupaten Kayong Utara”.

3. Perumusan Masalah
Rumusan masalah penelitian ini adalah: ”Mengapa proses implementasi
program KBR di Kabupaten Kayong Utara belum efektif ?

B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Kebijakan Publik

Kebijakan menurut Udoji (1981:12) mengandung sanksi atau kekuatan
hukum dengan maksud untuk memecahkan masalah tertentu dan mempengaruhi
sebagian besar warga masyarakat. Menurut Wahab (2002:1), istilah kebijaksanaan
seringkali diartikan dengan tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang,
ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan - rancangan besar. Tetapi
Anderson (dalam Islamy, 2000:17) mendefinisikan kebijaksanaan sebagai
serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan
dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan
suatu masalah tertentu. Selanjutnya Dye (1975:1) mengatakan bahwa “kebijakan
publik adalah sesuatu yang dipilih oleh Pemerintah untuk dilakukan dan tidak
dilakukan”. Definisi kebijakan publik demikian menurut Winarno (2002:15)
kurang memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang diputuskan dan apa
yang sebenarnya dilakukan oleh Pemerintah. Sehingga pengertian kebijakan
menurut Dye ini bisa diartikan mencakup tindakan-tindakan Pemerintah misalnya
dalam memberi ijin usaha, memberikan sanksi kepada pegawai padahal
sesungguhnya tindakan dimaksud hanya berdampak pada individu atau kelompok
tertentu.

Defisini kebijakan public yang dikemukakan oleh Dye dengan menyebut
“apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah” memiliki makna yang
sangat luas. Hal ini dikarenakan apabila pemerintah berbuat sesuatu untuk
masyarakat, maka pemerintah sudah melaksanakan kebijakan tersebut. Dan
apabila pemerintah tidak apa-apa atau pembiaran terhadap permasalahan yang
terjadi di masyarakat, maka hal itu juga dipandang sebagai sebuah kebijakan
publik. Dalam konteks penelitian ini, program KBR vyang dilakukan oleh
pemerintah termasuk dalam kategori kebijakan public, hal ini dikarenakan
program KBR bertujuan untuk meningkatkan produktifitas lahan dengan berbagai
hasil tanaman KBR berupa tanaman kayu- kayuan dan non kayu, serta ;
memberikan peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga dapat
meningkatan pendapatan masyarakat. Artinya bahwa kebijakan tersebut selain
memberikan dampak bagi masyarakat dimana program KBR akan
diimplementasikan.
2. Implementasi Kebijakan Publik

Wahab (2002:22) mengemukakan bahwa ‘implementasi kebijakan
merupakan sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada
pembuatan kebijakan”. Pendapat senada dikemukakan oleh Winarno (2002:101)
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“implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan
publik”. Kegagalan proses implementasi akan berpengaruh pada pencapaian
tujuan kebijakan.

Bardach (dan Jones, 1998:293) dengan mengatakan, bahwa cukup sulit
untuk membuat sebuah program kebijakan publik, namun lebih sulit lagi
merumuskannya dalam bentuk kata-kata dan slogan yang kedengarannya
mengenakkan bagi telinga para pemimpin politis yang mendengarnya. Lebih sulit
lagi mengimplementasikannya dalam bentuk dan cara yang memuaskan semua
pihak. Pernyataan Bardach tersebut dapat dipahami mengingat implementasi
kebijakan mencakup berbagai variasi tindakan yang luas. Misalnya membicarakan
dan menyelenggarakan petunjuk pendanaan, menjabarkan informasi, membuat
unit-unit operasional, mengusulkan berbagai alternatif, reorganisasional dan
lainnya.

Proses kebijakan tersebut dikelompokkan dalam tiga fungsi yaitu
perumusan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, pengawasan dan
evaluasi (hasil) kebijakan publik. Menurut Wayong (dalam Tachjan, 2006:64)
ketiga fungsi tersebut merupakan fungsi pokok (dasar) administrasi publik.
Dengan demikian, implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dari
administrasi publik atau sebagai proses kegiatan yang bertalian dengan penerapan
organisasi dan manajemen di dalam suatu unit administratif dalam rangka
merealisasikan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Secara umum, tugas implementasi adalah mengembangkan suatu struktur
hubungan antara kebijakan publik yang telah ditetapkan dengan tindakan
pemerintah untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut berupa hasil kebijakan
(policy outcome). Untuk ini perlu diciptakan suatu sistem yang diharapkan
melalui sistem ini tujuan kebijakan dapat direalisasikan, yaitu dengan cara
menterjemahkan tujuan kebijakan yang luas tersebut ke dalam program-program
kegiatan yang mengarah pada tercapainya tujuan kebijaksanaan. Dengan demikian
untuk mencapai tujuan kebijakan perlu diciptakan berbagai macam program yang
kemudian dikembangkan menjadi proyek-proyek yang harus dilaksanakan.

Seringnya dijumpai kebijakan yang gagal atau tidak efektif dalam
implementasinya, maka timbul pertanyaan mengapa bisa terjadi demikian. Untuk
menjawab pertanyaan tersebut kita langsung terfokus pada proses administrasi
karena variabel yang diduga mempengaruhi secara signifikan terhadap efektifitas
implementasi adalah administrasi sehingga pengkajiannya dapat dilakukan pada
aspek birokrasi. Ini sesuai dengan pendapat Anderson (dalam Islamy, 2001:82)
bahwa setiap kebijakan yang telah ditetapkan pada saat akan diimplementasikan
selalu didahului oleh penentu unit pelaksana yaitu jajaran birokrasi publik mulai
dari level yang paling tinggi sampai pada level yang paling rendah.

Suatu kebijakan dikatakan baik jika dalam proses implementasinya efektif.
Untuk memahami makna dari efektifitas implementasi kebijakan, kiranya perlu
terlebih dahulu memaknai efektifitas dilihat dari beberapa pendapat para ahli.
Kata efektifitas dikatakan berkaitan dengan birokrasi dan organisasi sebagaimana
dikemukakan Steers (1985:50) yang menyatakan bahwa : “efektifitas birokrasi
merupakan “keberhasilan organisasi” yaitu sesuatu yang menunjukkan pencapaian
tujuan. Sedangkan definisi efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya
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sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan pengertian
tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa efektifitas menunjukkan tingkat
kemampuan/keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan, dalam jangka waktu
tertentu dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka proses
implementasi kebijakan perlu mendapat perhatian yang seksama. Karena selama
dalam pelaksanaan sering terjadi hambatan—hambatan yang dapat mengakibatkan
gagalnya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Faktor yang dapat menghambat
implementasi kebijakan menurut Edwards 1 (dalam Winarno 2002:126) adalah :
komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-
tingkah laku dan struktur birokrasi. Adapun penjabaran terhadap 4 variabel
tersebut adalah sebagai berikut.

a. Faktor komunikasi

b. Faktor sumber daya (resources)

c. [Faktor kecenderungan-kecenderungan atau sikap aparatur pelaksana.

d. Faktor struktur Birokrasi.

Sementara Grindle (dalam Wibawa, 1994:5-7) mengatakan bahwa : ”Ada
dua hal yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu isi
kebijakan (content of policy) dan kontek dari implementasi kebijakan itu sendiri
(content of implementation). Isi kebijakan meliputi : (1). Kepentingan yang
terpengaruh oleh kebijakan (interest affected) yang berkaitan dengan berbagai
kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini
berguna bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaanya pasti melibatkan banyak
kepentingan, dan sejauhmana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap
implementasinya. (2). Jenis manfaat yang akan dihasilkan (type of benefit) pada
hal ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa
dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan
dampak positif yang dihasilkan oleh implementasi kebijakan, (3). Derajat
perubahan yang diiginkan (extent of change envisioned); seberapa besar
perubahan yang hendak dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus
mempunyai skala yang jelas, (4). Kedudukan pembuat kebijakan (site of decision
making); pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan
penting dalam pelaksanaan maka harus dijelaskan letak pengambilan keputusan
dari suatu kebijakan yang akan dimplementasikan, (5). Siapa pelaksana kebijakan
(program implementer); dalam menjalakan suatu kebijakan harus didukung
adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan
kebijakan tersebut, dan (6). Sumber daya yang dikerahkan atau yang dilibatkan
(resources commited), pelaksana kebijakan harus didukung sumberdaya-sumber
daya yang mendukung agar pelaksanaanya berjalan dengan baik.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis
penelitian deskriptif yang dilaksanakan di Kabupaten Kayong Utara. Dalam
menentukan informan peneliti menggunakan tehnik purposive yang terdiri dari :
a) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kayong Utara b) Petugas
teknis lapangan dan petugas pendamping Dinas Kehutanan dan Perkebunan
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Kabupaten Kayong Utara dan c¢) Kelompok Tani. Pengumpulan data
menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan alat berupa
pedoman observasi, pedoman wawancara dan alat dokumentasi.

D. HASIL PENELITIAN

A. Proses Implementasi Program Kebun Bibit Rakyat Di Kabupaten
Kayong Utara
1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan lokasi KBR di Kabupaten Kayong Utara sudah
didasarkan atas ketentuan pedoman KBR, dimana harus memiliki lahan yang
sudah kritis, tidak produktif. Di Kabupaten Kayong Utara seperti di Kecamatan
Seponti, ada beberapa lahan/kawasan hutan yang sudah tidak produktif sebagai
akibat kegiatan penebangan hutan baik untuk eksploitasi hasil hutan maupun oleh
masyarakat untuk berladang dengan sistem ladang berpindah. Proses penentuan
lokasi program KBR melalui beberapa mekanisme, yang jika dianalisis hal
tersebut menganut pola bottom up, di mana usulan diajukan oleh masyarakat dan
selanjutnya diproses pada tahapyang lebih tinggi oleh pihak terkait.

Penyusunan RUKK kelompok tani belum mempunyai pengetahuan yang
baik, menyangkut hal-hal yang harus disampaikan dalam dalam RUKK. Kondisi
ini terjadi sebagai konsekuensi dari kurangnya sosialisasi kepada kelompok tani
atau dapat dikatakan bahwa sosialisasi kepada kelompok tani mengenai
meknaisme penyusunan RUKK' tidak terlaksana dengan maksimal. Hal ini
dikarenakan kurangnya pendampingan oleh petugas pendamping/penyuluh
terhadap kelompok tani. Sebagai sebuah kebijakan baru seharusnya petugas
pendamping melakukan sosialisasi kepada masyarakat/kelompok tani sampai
mereka betul-betul memahami berbagai ketentuan dan mekanisme penyusunan
RUKK. Sangat wajar apabila dalam penyusunan RUKK oleh kelompok tani
belum terlaksana dengan baik, karena mereka kurang memdapatkan
pendampingan dan pengawalan serta sosialisasi yang maksimal oleh para petugas,
untuk menanamkan nilai-nilai baru kepada masyarakat di Kabupaten Kayong
Utara melalui kebijakan kebun bibit rakyat memamg membutuhkan sosialisasi
yang maksimal, karena bagaimanapun juga kebijakan ini akan memberikan
manfaat berupa pengetahuan kepada masyarakat tani dalam rangka penguatan
kelembagaan kelompok tani dam pada dasarnya partisipasi masyarakat tani dalam
penyusunan RUKK masih kurang.

2. Kelembagaan

Aspek kelembagaan program KBR di Kabupaten Kayong Utara sudah
memiliki kelembagaan yang terstruktur dari pusat hingga daerah. Adanya
kelembagaan yang tersusun dengan baik ini diharapkan akan mempermudah
aparat/petugas ditingkat bawah dalam melaksanakan program sesuai dengan
ketentuan yang ada, sehigga hasilnya akan lebih maksimal baik untuk lingkungan
maupun kesejahteraan masyarakat.

Diperoleh keterangan bahwa kelembagaan kelompok tani pelaksana program
KBR di Kabupaten Kayong Utara belum memiliki kemampuan untuk mengelola
program KBR, khususnya dalam pengelolaan kebun yang mereka rencanakan dan
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pelihara sendiri. Secara umum kekurangan yang dialami oleh kelompok tani
adalah menyangkut kemampuan yang menyangkut aspek administrasi dan
keuangan. Hal ini tidak terlepas dari tingkap pendidikan petani di desa yang
menjadi lokasi program KBR sebagian besar masih rendah.

Kelompok tani yang terlibat dalam program KBR di Kabupaten Kayong
Utara belum memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan administrasi
KBR, sehingga berdampak terhadap penyelesaian administrasi fisik maupun
keuangan. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh kemampuan SDM kelompok tani
yang sebagian besar adalah kelompok tani yang baru berdiri sehingga pengalaman
mereka masih sangat minim.

3. Pencairan Dana

Mengenai besarnya dana yang dialokasikan untuk implementasi kebun
bibit rakyat di Kabupaten Kayong Utara peruntukan dana tersebut sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : P.23/Menhut-11/2011 tentang Pedomen Teknis Kebun Bibit Rakyat
adalah untuk kegiatan yang terdiri dari pembangunan sarana persemaian dan
produksi bibit. Lebih lanjut secara teknis alokasi dana tersebut akan dituangkan
dalam rencana usulan kegiatan kelompok (RUKK).

Proses penyaluran dana dan surat perjanjian kerjasama dengan kelompok
masyarakat pelaksana KBR dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa masih
terdapat permasalahan, yaitu kurang lancarnya pencairan dana kepada kelompok
tani. Kurang lancarnya proses pencairan dana kepada kelompok tani juga
disebabkan oleh persyaratan yang harus dipenuhi oleh kelompok tani agar dapat
disepakati dan disetuji oleh pejabat pembuat komitmen memang terkadang masih
belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses implementasi kebijakan
kebun bibit rakyat terutama dalam pencairan dana masih diperhadapkan dengan
persyaratan yang rumit. Persyaratan tersebut memang harus dipenuhi karena
merupakan SOP (standat operasional prosedur) agar dana yang diajukan oleh
petani bisa dicairkan. Salah satu penyebab rumitnya pencairan dana tersebut juga
dikarenakan kebijakan kebun bibit rakyat merupakan kebijakan pemerintah pusat
yang mana dananya berusmber dari APBD. Karena berasal dari pemerintah pusat,
maka proses pencairan dana tersebut harus melewati beberapa tahapan dan
melalui birokrasi yang rumit. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa disatu sisi
SOP wajib digunakan sebagai ketentuan baku agar kebijakan ini terlaksana
dengan baik, dan lebih penting adalah menghindari terjadinya penyelewengan
dana KBR, namun disisi lain rumitnya prosedur dan birokrasi menyebabkan
pelaksanaan kebijakan ini menjadi terhambat.

4. Pelaksanaan

Proses pembibitan yang dilaksanakan oleh kelompok tani di lokasi KBR
sudah berjalan dengan baik, dimana tiap-tiap kelompok menanam bibit tanaman
yang sesuai dengan ketentuan atau rekomendasi dari Kementerian Kehutanan RI.
Pembuatan KBR kelompok tani diharapkan mampu membuat bibit yang
berkualitas yang kemudian dapat ditanam pada areal/lahan kritis dan mempunyai
manfaat secara ekonomis dan ekologis dalam kelompok tani pengelola sendiri
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terhadap ketua, sekretaris, bendahara, tim perencanaan tim pelaksana dan tim
pengawas agar semua kegiatan berjalan lancar.

Proses pembibitan tanaman dalam program KBR belum terlaksana dengan
baik, dimana kemampuan kelompok tani untuk dapat mengelola bibit sesuai
dengan prosedur masih rendah. Kondisi ini dapat dimaklumi, karena masyarakat
tani di sekitar lokasi pelaksanaan KBR belum terbiasa dengan pola pembibitan
seperti yang ada dalam pembibitan KBR. Apalagi ada ketentuan dan perlakuan
tersendiri terhadap benih yang ditanam. Memasukkan pola pembibitan seperti
dalam program KBR kepada masyarakat tentu memerlukan sebuah proses, apalagi
masyarakat lebih berorientasi untuk mendapatkan hasil dari pada proses kegiatan
pembibitan tersebut.

Terdapat kecendrungan dari kelompok tani dalam memilih bibit tanaman
serbaguna atau multi purposes trees species (MPTS) dibanding tanaman
kekayuan. Kecendrungan dalam memilih jenis tanaman MPTS dikarenakan
masyarakat ingin mendapatkan hasil dari jenis tanaman tersebut seperti buah yang
akan dihasilkan jenis tanaman MPTS dan hasil lainnya seperti karet yang
bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara untuk jenis
tanaman kekayuan seperti sengon dan jati kurang diminati masyarakat karena
hasilnya cukup lama.

Proses pembibitan sudah berjalan dengan baik, dimana kelompok tani
sudah menyiapkan lahan untuk pembibitan sesuai dengan ketentuan, dimana
proses pembibitan tersebut diikuti dengan kesiapan berbagai aspek untuk
mendukung pembibitan. Kendati mengakui bahwa proses pembibitan sudah
dipersiapkan oleh kelompok tani.

Program KBR di Kabupaten Kayong Utara tidak saja memberikan manfaat
bagi upaya rehabilitas hutan dan lahan kritis, tetapi juga memberikan manfaat
ekonomi bagi masyarakat. Dengan adanya program ini, masyarakat desa memiliki
alternatif tambahan penghasilan selain pekerjaan utama. Ada juga yang memilih
fokus dalam pengurusan pembibitan. Kendati program ini memberikan manfaat
berupa alternatif lapangan kerja baru bagi masyarakat, tetapi tidak semua
masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani merasakan manfaat dalam
bentuk peningkatan ekonomi keluarga. ada beerapa masyarakat yang beralasan
bahwa program ini kurang memberikan manfaat karena upah yang diberikan
untuk terlibat dalam pengurusan bibit tidak begitu besar. Belum lagi dengan
pengupahan yang kurang lancar.

Sesungguhnya masyarakat belum sepenuhnya mendukung kebijakan
pemerintah tersebut, masyarakat belum mendukung karena mereka masih
mempertimbangkan untung rugi dari kebijakan tersebut. Seperti misalnya
masyarakat menginginkan adanya upah sebagai ganti atas penghasilan mereka
yang berkurang karena mengurus bibit, selanjutnya masyarakat cenderung
menginginkan bantuan yang sifatnya memberikan keuntungan kepada mereka
seperti jenis bibit tanaman MPTS dibandingkan dengan tanaman kehutanan yang
notabene lebih baik untuk reklamasi lahan.
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5. Pengawasan dan Pendampingan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan kepada kelompok tani
dilakukan sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh dinas terkait yaitu 1 bulan
sekali untuk tiap-tiap daerah yang telah ditentukan, kegiatan penyuluhan berupa
pengenalan cara-cara bercocok tanam yang baik, pengunaan pupuk, drainase dan
antisipasi hama, kegiatan tersebut dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat
di balai desa maupun dilapangan. Setiap pelatihan, transfer tekhnologi secara
formal diberikan di dalam ruang pertemuan dan juga langsung praktek lapangan di
kebun-kebun yang menerapkan pendekatan partisipatif dengan penekanan pada
proses interaktif bersama para petani. Partisipasi para penyuluh kehutanan
membantu untuk memotivasi para petani untuk secara aktif mengikuti pelatihan
dan menerapkan teknologi-teknologi pengembangan bibit berkualitas yang
direkomendasikan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kayong
Utara Selama pelaksanaan penyuluhan para petani terlihat aktif untuk belajar hal-
hal baru yang diberikan oleh para penyuluh.

Sebagaimana diketahui bahwa penyuluhan sangat penting bagi petani,
tanpa ada petani Dinas Kehutanan dan Perkebunan tidak ada fungsinya.
Berdasarkan data dan informasi yang penulis peroleh menunjukkan bahwa tenaga
penyuluh yang punya SK fungsional jumlahnya masih sangat minim, sejak
pemekaran Kabupeten Kayong Utara jumlah tenaga penyuluh kehutanan memang
masih minim. Tidak semua penyuluh yang ada menjalankan tugasnya sebagai
penyuluh, ada penyuluh yang mempunyai pekerjaan sampingan dan lebih
mementingkan urusan pribadinya dari pada memberi penyuluhan ke petani,
sehingga ada petani yang menghentikan kebun bibitnya akibat dari tidak adanya
penyuluhan tersebut.

Saat ini, pembangunan kehutanan mengarah pada pembangunan sistem
dan usaha agribisnis, yang memerlukan dukungan SDM petani yang baik. SDM
petani harus mencerminkan sebagai masyarakat: (1) teknologi, (2) terbuka dan
transparan, serta (3) madani. Untuk menghasilkan SDM petani dengan kualitas
tersebut, perlu upaya pemberdayaan petani, yaitu melalui kegiatan penyuluhan
kehutanan. Penyuluhan kehutanan merupakan proses pendidikan non-formal bagi
petani agar memiliki kualitas perilaku sesuai pembangunan, sehingga penyuluhan
merupakan penggerak dan pemercepat pembangunan. Penyuluhan memiliki peran
penting, yaitu sebagai kegiatan yang merupakan katalis, pendamping, perantara,
dan penemu solusi bagi pembangunan kehutanan. Keberhasilan penyuluhan
ditentukan pula oleh profesionalitas penyuluh, yang memiliki tugas utama sebagai
pembimbing, pendorong, motivator, komunikator, dan lain-lain.

Pembangunan sektor kehutanan terutama meningkatkan kembali fungsi
hutan merupakan salah satu fokus pembangunan pemerintah daerah dan
merupakan langkah strategis untuk meningkatkan sektor kehutanan menjadi
andalan Kabupaten Kayong Utara. Upaya untuk meningkatkan peranan sektor
kehutanan menuntut pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)
kehutanan yang memiliki profesionalisme, berjiwa wirausaha, mempunyai
dedikasi, etos kerja tinggi, disiplin dan moral yang tinggi serta berwawasan
global.
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Penyuluh mempunyai kedudukan strategis dalam pengembangan
masyarakat tani. Melalui penyuluhan dikembangkan kemampuan dan kemandirian
pelaku utama dan pelaku usaha, agar mampu mengelola usaha taninya secara
produktif, efektif dan efisien. Penyuluhan pada dasarnya bertujuan untuk
meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani untuk lebih sejahtera,
memperluas lapangan kerja di pedesaan dan kesempatan usaha serta mengisi dan
memperluas jaringan pasar melalui kehutanan yang maju, efisien, dan tangguh.

Berkaitan dengan kebijakan kebun bibit rakyat di Kabupaten Kayong
Utara penyuluh diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat agar mampu
meningkatkan pengetahuan tentang pembuatan kebun dan pemeliharaa , serta
produksi komoditas kehutanan dan produk-produk olahan yang dilakukan melalui
sistem agribisnis yang efisien, menguntungkan dan berwawasan lingkungan.
Penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan kehutanan,
pengembangan kelembagaan sistem agribisnis, yaitu penyediaan agroinput,
pengolahan hasil, pemasaran, dan penyediaan jasa.

Sasaran utama dalam kegiatan penyuluhan adalah masyarakat petani
termasuk keluarganya. Walaupun secara harfiah pengertian sasaran mengarah
pada kesan objek suatu kegiatan, tetapi dalam hal ini sasaran penyuluhan sudah
diarahkan untuk menjadi subjek atau orang yang mempunyai peranan utama
dalam pembangunan kehutanan. Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan,
penting bagi seorang penyuluh untuk memahami sasarannya. Memahami sasaran
berarti memahami pula ciri-ciri utama sasaran penyuluhan yang sebagian besar
merupakan masyarakat pedesaan.

Ciri-ciri tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pelaku
kebijakan dalam menentukan program pembangunan di pedesaan. Selain ciri
pribadi masyarakat sasaran, perlu pula diketahui tentang karakteristik wilayah
penyuluhan serta karakteristik sosial budaya masyarakat sasaran. Karakteristik
wilayah penyuluhan berkaitan dengan struktur fisik wilayah serta pola pemukiman
masyarakat pada umumnya. Struktur fisik wilayah sasaran berkaitan dengan ciri-
ciri geografis wilayah, dari hal tersebut penyuluh dapat memperhitungkan waktu
pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Pola pemukiman biasanya mencerminkan
kehidupan sosial yang umumnya terdapat pada wilayah tersebut. Karakteristik
sosial budaya sasaran merupakan faktor sensitif dan merupakan faktor terpenting
yang perlu mendapat perhatian. Karakteristik ini menyangkut nilai-nilai, norma
sosial, pola pelapisan sosial, struktur kekuasaan dan pengaruh, serta adanya
organisasi sosial yang kuat di antara masyarakatnya.

Dalam  implementasi program KBR, petugas pendamping dalam
melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tani di Kabupaten
Kayong Utara kurang memperhatikan karateristik budaya masyarakat setampat,
hal ini terjadi karena sebagian besar penyuluh kehutanan yang dimiliki Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kayong Utara merupakan tenaga penyuluh
yang berasal dari luar daerah Kabupaten Kayong Utara, sehingga proses
penyampaian informasi tidak sepenuhnya cepat diserap oleh masyarakat sekitar.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan tersebut, menunjukkan bahwa ada manfaat yang diterima oleh petani
dari penyuluhan kehutanan, akan tetapi yang lebih perlu diperhatikan dalam
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kegiatan penyuluhan adalah adanya perubahan sikap secara radikal yang bertahap
dari para petani dari pola tradisional kepada kehutanan modern, terkait dengan hal
itu wawancara lebih lanjut dengan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Kayong Utara. Keterangan yang diberikan oleh Kepala Dinas tersebut
menunjukkan bahwa pelaksanaan penyuluhan kehutanan yang dilakukan oleh
penyuluh kehutanan kurang terlaksana secara maksimal, karena Kkegiatan
penyuluhan tidak serta merta diikuti dengan perubahan pola sikap dan tingkah
laku para petani untuk mengikuti apa yang dianjurkan oleh penyuluh kehutanan,
hal ini bisa terjadi tidak hanya karena kualitas para penyuluh kehutanan dalam
menyampikan penyuluhan tetapi banyak faktor yang mempengaruhinya.

Belum maksimalnya pemahaman masyarakat tersebut tidak terlepas dari
kualitas sosialisasi program dan kegiatan pendampingan secara rutin yang
dilakukan oleh petugas pendamping yang berasal dari Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Kayong Utara. Apabila sosialisasi dilaksanakan secara
intens kepada masyarakat, sangat mustahil masyarakat tidak mendukung program
tersebut.  Sosialisasi kebijakan mempunyai arti penting untuk memberikan
informasi, pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat sebagai kelompok
sasaran. Sosialisasi yang dilaksanakan secara setengah-setengah tentu akan
menimbulkan penafsiran yang berbeda, terlebih apabila informasi yang akan
disampaikan ditujukan kepada masyarakat desa yang belum memiliki pendidikan
yang baik dan mudah menerima hal-hal baru yang berasal dari luar.

Berdasarkan keterangan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyuluhan
kebijakan Kebun bibit rakyat kepada petani di Kabupaten Kayong Utara belum
sepenuhnya terlaksana dengan efektif, karena pelaksanaan penyuluhan tersebut
belum mampu mengubah cara/pola bertani masyarakat dengan menerapkan cara-
cara yang modern pula, sehingga dampaknya belum memberikan kontribusi besar
terhadap peningkatan hasil kehutanan masyarakat, walaupun harus diakui terdapat
sebagian kecil masyarakat yang merasakan manafaat dari kegiatan penyuluhan
kehutanan tersebut, kondisi ini tentu menjadi bahan kajian bagi Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Kabupaten Kayong Utara, yaitu bagaimana kegiatan penyuluhan
kehutanan tersebut dapat terlaksana dengan efektif yang pada akhirnya akan
memberikan manfaat bagi para petani tidak saja untuk meningkatkan hasil
kehutanan dengan penerapan teknologi kehutanan, tetapi juga mengangkat
derajat/tingkat kesejahteraan para petani dan bagi Kabupaten Kayong Utara hal ini
akan menjadi modal dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Implementasi Program Kebun Bibit
Rakyat Di Kabupaten Kayong Utara
1. Faktor Komunikasi
Implementasi program KBR belum berjala sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan, salah satunya dikarenakan komunikasi program yang belum terlaksana
dengan baik. Masalah komunikasi tersebut terjadi diantara pelaksana program dan
sosialisasi program kepada masyarakat. Banyak informasi yang harusnya
disampaikan kepada pelaksana program tidak berjalan efektif, sehingga
menimbulkan interpretasi terhadap isi program. Salah satu faktor yang
mempengaruhi implementasi program kebun bibit rakyat adalah kurangnya
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sosialisasi kepada para petani mengenai program kebun bibit rakyat, dimana
kelompok tani masih banyak yang kurang mengetahui berbagai persyaratan yang
harus dipenuhi terutama dalam penyusunan RUKK. Permasalahan ini terjadi
dikarenakan kurangnya intensitas sosialisasi yang dilaksanakan oleh petugas
pendamping Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kayong Utara. Hal ini
sebagimana disampaikan oleh beberapa ketua kelompok tani, dimana mereka
mengatakan bahwa petugas pendamping kurang memberikan sosialisasi dan
penyuluhan kepada para petani tentang tata cara pembangunan kebun dan
pemeliharaan seperti pencegahan penyakit tanaman karet.

Adapun permasalahan menyangkut kurangnya intensitas sosialisasi yang
dilaksanakan oleh petugas lapangan lebih dikarenakan minimnya jumlah petugas
lapangan yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kayong
Utara dan minimnya dukungan dana untuk melakukan penyuluhan kepada
kelompok tani. Selain itu, kondisi infrastruktur desa tempat berlangsungnya
program ini menyulitkan petugas penyuluhan untuk menjangkaunya. Tidak hanya
menyangkut intensitas soialsiasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam
melakukan sosialisasi petugas pendamping lebih banyak menyampaikan
sosialisasi tersebut dengan ketua dan sekretaris kelompok tani, sehingga tidak
semua masyarakat mengetahui hal-hal penting menyangkut program kebun bibit
rakyat ini.

Informasi mengenai program kebun bibit rakyat kurang sampai kepada
petani dengan jelas sehingga menimbulkan kesalahan persepsi tekait dengan
pelaksanaan program. Hal ini terlihat dari timbulnya persepsi di kalangan petani
yang menganggap bahwa seluruh bantuan yang diberikan disediakan oleh
pemerintah termasuk adanya upah kerja dalam pembuatan dan pemeliharaan bibit.

2. Faktor Sumber Daya (Resources),

a. Sumber Dana

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi
program KBR di Kabupaten Kayong Utara terlihat bahwa ketersediaan dana
kurang sesuai dengan besarnya kebutuhan kegiatan yang harus dilaksanakan. Hal
ini dapat dilihat dari DIPA untuk program kebun bibit rakyat yang dialokasikan
untuk Kebupaten Kayong Utara dengan banyaknya proposal kegiatan yang
diajukan oleh kelompok tani di Kabupaten Kayong Utara. Menurut informan
bahwa alokasi dana untuk program kebun bibit rakyat jumlahnya masih kurang
sehingga mempengaruhi kelancaran kegiatan, adapun kegiatan yang dibiayai dari
APBN sebagaian besar hanya untuk bantuan bibit, pembuatan kebun, sementara
untuk pengadaan pupuk, obat-obatan dan alat produksi lainnya harus ditanggung
oleh kelompok tani. Keterangan di atas memberikan gambaran bahwa
ketidaktersedian dana yang cukup dalam implementasi program sangat
mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Bagi para petani biaya yang harus
mereka tanggung secara swadaya tentu sangat berat, karena kondisi sosial
ekonomi petani karet di Kabupaten Kayong Utara pada umumnya masih rendah.
Kurangnya dukungan dana juga dikarenakan dalam program kebun bibit rakyat
belum ada dukungan dana dari APBD. Ketergantungan pendanaan dari
pemerintah pusat mengakibatkan kelancaran program ini tergantung dari
penyaluran dana dari pemerintah kepada masing-masing kelompok tani yang telah
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ditunjuk sebagai pelaksana program. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
dukungan pendanaan sangat mempengaruhi pelaksanaan program KBR di
Kabupaten Kayong Utara.

b. Ketersediaan Tenaga Penyuluh.

Kuantitas penyuluh kehutanan yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Kayong Utara dalam melaksanakan program kebun bibit
rakyat, keterangan yang diperoleh keterangan bahwa jumlah penyuluh kehutanan
yang bertugas untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada petani
masih sangat minim, dalam arti kurang seimbang dengan beban tugas yang harus
dilaksanakan. Berdasarkan keterangan ini menunjukan bahwa Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Kabupaten Kayong Utara kurang memiliki penyuluh-penyuluh
pertanian yang handal dan berkualitas, kondisi seperti ini tentu akan sangat
mempengaruhi efektivitas kegiatan penyuluhan kepada masyarakat khusunya
kelompok tani yang mendapatkan program kebun bibit rakyat. Pentingnya
keberadaan tenaga penyuluh kehutanan ini dikarenakan program kebun bibit
rakyat merupakan program baru yang sama sekali belum pernah diterima oleh
masyarakat, sehingga masyarakat perlu diberikan pendampingan. Kurangnya
jumlah tenaga penyuluh tentu akan berakibat pada efektivitas penyuluhan dan
pada akhirnya akan berakibat pada kualitas pelaksanaan kebun bibit rakyat.
Keadaan penyuluh pertanian pada Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kayong
Utara dapat dilihat dari jumlah pegawai yang ada saat ini dengan kebutuhan
pegawai yang diperlukan oleh organisasi, adapun dari jumlah pegawai yang
tersedia tidak mencukupi. Tentu sulit untuk melakukan penyuluhan pertanian,
sementara sebagaimana diketahui bahwa kelompok tani yang berada di desa-desa
jumlahnya cukup banyak dan letaknya yang saling berjauhan tidak sebanding
dengan jumlah tenaga penyuluh pertanian yang ada saat ini. Dari keterangan
diatas diperoleh gambaran bahwa penyuluh kehutanan yang ada pada Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kayong Utara masih belum sesuai dengan
tugas yang harus dilaksanakan. Artinya tugas yang harus dilaksanakan cukup
banyak, sementara jumlah penyuluh yang tersedia kurang mencukupi, kondisi ini
tentu akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program-program kegiatan
penyuluhan pertanian yang sudah disusun oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Kayong Utara.

c. Faktor Kecenderungan (Disposition)

Dukungan program daerah terhadap pengembangan usaha perkebunan
rakyat, dapat dilihat dari arah program pembangunan ekonomi yang dirancang
dalam Propeda Kabupaten Kayong Utara, yang menyebut bahwa sektor kehutanan
dan perkebunan masih menjadi andalan dalam menopang perekonomian
masyarakat Kabupaten Kayong Utara. Karena itu  pengembangan usaha
perkebunan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah, mengingat
pentingnya peranan sektor tersebut sebagai salah satu basis ekonomi rakyat
Kabupaten Kayong Utara. Dengan latar belakang program yaitu tingginya luas
lahan kritis di Kabupaten Kayong Utara disebabkan oleh berbagai faktor, antara
lain rendahnya kualitas bibit yang digunakan dalam kegiatan tersebut dan
kurangnya kesedaran masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Bibit
yang berkualitas sangat diperlukan dalam rangka kegiatan rehabilitasi hutan dan
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lahan. Jika kualitas bibit yang digunakan rendah maka akan sangat berpengaruh
terhadap persentase tumbuh di lapangan. Demikian juga halnya dengan faktor
rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam proses rehabilitasi
hutan dan lahan. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Kehutanan mengeluarkan
program baru yang berkaitan dengan rehabilitasi hutan dan lahan, yaitu melalui
program pembangunan kebun bibit rakyat. KBR adalah upaya penyediaan bibit
berkualitas melalui pembuatan bibit jenis tanaman hutan dan jenis tanaman
sebaguna (MPTS) oleh sekelompok pengelola. Disamping itu, dengan tersedianya
bibit yang dekat dengan lokasi penanaman, diharapkan akan mengurangi
kerusakan bibit pada proses pengangkutan bibit dari persemaian ke lokasi
penanaman.

Adanya komitmen yang kuat dan program yang jelas dari pemerintah
daerah merupakan faktor pendukung utama dalam rangka pembangunan
perkebunan, ~khususnya program KBR di Kabupaten Kayong Utara.
Pengembangan perkebunan karet terkait langsung dengan pengembangan
ekonomi masyarakat, sehingga perlu penanganan yang intensif dan proporsional.
Dukungan aparatur dan birokrasi tersebut dapat dilihat dalam setiap tahapan
implementasi, yakni mulai dari proses sosialisasi program, penentuan lahan,
pendistribusian bantuan, dan pembinaan serta penyuluhan terhadap masyarakat
penerima bantuan program kebun bibit rakyat. Dukungan dari aparatur dan
birokrasi pelaksana terlihat dari adanya dedikasi yang tinggi dari petugas
pelaksana di lapangan, terutama dalam memberikan motivasi, pembinaan dan
penyuluhan guna meningkatkan pengetahuan dan keteram pilan petani peserta
program.

Respon positif dari masyarakat/petani terhadap program KBRkurang
disadari oleh aparat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kayong
Utara, padahal dukungan/sambutan dari masyarakat selaku target group
merupakan salah satu kunci keberhasilan implementasi program, karena dalam
banyak kasus implementasi program pemerintah tidak berhasil karena tidak
mendapat dukungan dan sambutan dari masyarakat.

d. Faktor Struktur Birokrasi

Terkait dengan kendala struktur birokrasi dalam implementasi program
KBR dapat dijelaskan bahwa dalam proses pencairan dana kepada kelompok tani
harus melalui beberapa birokrasi yang masing-masing mempunyai standar baku
(SOP) yang wajib dipenuhi oleh pelaksana program. Hal ini tercermin dari hasil
wawancara dengan informan bahwa, terdapat pemisahan antara kuasa pengguna
anggaran (KPA) dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) dimana KPA berada di
BPDAS Kapuas Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan PPK berada di Dinas
Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Kayong Utara. Pemisahan ini
menyebabkan proses adminsitrasi dan pencairan dana menjadi tidak efektif dan
cenderung memakan waktu lebih lama. Terdapatnya prosedur yang Kketat
mengakibatkan proses implementasi program menjadi kurang efisien, karena SOP
yang ditetapkan tersebut justru menjadi penghambat dalam pelaksanaan program
kebun bibit rakyat.

Implementasi program KBR di Kabupaten Kayong Utara koordinasi antar
instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal merupakan bagian penting
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yang harus terjalin, agar program tersebut dapat terimplementasi dengan baik.
Mengenai koordinasi dalam implementasi program KBR tercermin dari belum
terbinanya koordinasi antara satu pihak dengan pihak lain, salh satunnya adalah
koordinasi antara Satker Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kayong
Utara dengan BP DAS Kapuas, masih terdapat ketidaktepatan dan keakurasian
data dalam penyampaian foermat baku pencairan dana. Pelaksanaan program
KBR masih ditemukan kurangnya komunikasi dan koordinasi serta tidak adanya
format baku dalam adminsitrasi pencairan dana dari BP DAS Kapuas Pontianak,
menyebabkan terlambatnya proses pencairan dana sehingga pembayaran kadang
kala tidak dapat dilakukan sesuai dengan rencana kerja.

Kurangnya koordinasi tidak hanya terjadi antara Satker Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Kabupaten Kayong Utara dengan BP Das Kapuas tetapi juga
antara Satker Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kayong Utara dengan
kelompok tani. Kondisi ini menunjukkan bahwa antara pihak yang terlibat dalam
implementasi program kebun bibit rakyat belum terdapat koordinasi yang baik,
sehingga mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan tugas masing-masing
pihak yang terlibat. Oleh karena itu untuk kedepannya setiap pihak perlu
meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan KBR.

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Proses implementasi program KBR di Kabupaten Kayong Utara belum
terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kendala yang
terjadi dalam tahapa proses kebijakan tersebut. Dalam proses penyusunan

RUKK masih sering ditemukan penyampaian usulan kegiatan oleh

kelompok tani yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalan

juknis, sementara dalam proses pencairan dana kurang berjalan lancar.

Rumitnya pencairan dana tersebut juga dikarenakan kebijakan kebun bibit

rakyat merupakan kebijakan pemerintah pusat yang mana dananya

bersumber dari APBN, sehingga proses pencairan dana tersebut harus
melewati beberapa tahapan dan melalui birokrasi yang rumit. Pada tahap
pelaksanaan pembibitan, kelompok tani belum siap dengan media
pembibitan, termasuk pengetahuan petani dalam mengelola bibit dari
proses pemilihan hingga seleksi bibit. Dalam proses pendampingan
petugas pendamping belum memberikan pendampingan secara maksimal
kepada kelompok tani sehingga kelompok tani masih kurang menguasai
cara penyusunan RUKK, pembuatan kebun dan pemeliharaan bibit.

2. Kurang maksimalnya proses pelaksanaan program KBR tersebut
disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu :

a. Faktor komunikasi, implementasi kebijakan kebun bibit rakyat belum
terimplementasi dengan baik, salah satunya dikarenakan komunikasi
kebijakan yang belum terlaksana dengan baik. Masalah komunikasi
tersebut terjadi diantara pelaksana kebijakan dan sosialisasi kebijakan
kepada masyarakat. Banyak informasi yang harusnya disampaikan
kepada pelaksana kebijakan tidak berjalan efektif, sehingga
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menimbulkan interpretasi terhadap isi kebijakan. Kurangnya sosialisasi
kepada para petani mengenai kebijakan KBR, dimana kelompok tani
masih banyak yang kurang mengetahui berbagai persyaratan yang
harus dipenuhi terutama dalam penyusunan RUKK dan pengelolaan
bibit.

b. Faktor sumber-sumber (Resources), dalam implementasi kebijakan
kebun bibit rakyat belum didukung oleh sumber-sumber kebijakan
yang memadai seperti dukungan dana yang belum teralokasi dengan
baik serta dukungan tenaga pendamping yang masih mengalami
kekurangan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

c. Faktor kecenderungan-kecenderungan (Disposition), manfaat program
kebijakan kebun bibit rakyat Kabupaten Kayong Utara ternyata belum
sepenuhnya mendapat respon yang positif dari aparatur pelaksana
(satker) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kayong
Utara. Kondisi ini terlihat dari kurangnya motivasi dari petugas
pendamping Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kayong
Utara untuk memberikan pendampingan berupa pelatihan dan
penyuluhan kepada kelompok tani tentang pelaksanaan penanaman
bibit yang dibagikan kepada para petani.

d. Faktor struktur birokrasi, terdapatnya prosedur yang ketat dalam
kebijakan KBR mengakibatkan proses implementasi kebijakan
menjadi kurang efisien, karena SOP yang ditetapkan tersebut justru
menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan kebun bibit rakyat.
Koordinasi antara instansi, antara pihak yang terlibat dalam
implementasi kebijakan kebun bibit rakyat belum terdapat koordinasi
yang baik, sehingga mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan
tugas masing-masing pihak yang terlibat.

B. Saran

1. Untuk mengefektifkan pelaksanaan KBR Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Kayong Utara perlu melakukan pengusulan dana
pendamping dari APBD Kabupaten Kayong Utara untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan pembuatan kebun bibit rakyat di masa-masa yang
akan datang, terutama ditujukan untuk membiayai kegiatan yang tidak
tercantum dari dana pemerintah pusat seperti pendampingan kepada
kelompok tani.

2. Meningkatkan sosialisasi program KBR kepada masyarakat secara
intensif, menyangkut tujuan dan manfaat program serta teknis pelaksanaan
program sampai masyarakat memiliki pemahaman dan mendukung
program KBR.

3. Meningkatkan pendampingan oleh petugas penyuluh terhadap proses
pembibitan, dengan tujuan agar kelompok tani memiliki pengetahuan dan
keterampilan dalam memperlakukan bibit sesuai dengan ketentuan. Selain
itu pendampingan juga ditujukan kepada peningkatan administrasi dan
pengelolaan keuangan oleh kelompok tani. Pendampingan tetap terus
dilaksanakan sampai pada terciptanya kemandirian kelompok tani.
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4. Untuk memaksimalkan proses sosialisasi dan pendampingan kepada
kelompok tani, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Kayong Utara perlu mengusulkan penambahan jumlah penyuluh kepada
BKD Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan kebutuhan.

5. Agar penyuluhan dan pendampingan kepada kelompok tani dapat berjalan
maksimal, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kayong
Utara juga perlu memberikan insentif untuk meningkatkan semangat dan
motivasi penyuluh.

6. Komunikasi dan koordinasi antar instansi lebih ditingkatkan lagi, terutama
menyangkut format laporan dan persyaratan adminsitrasi dari kelompok
tani kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyangkut pembuatan
RUKK dan pelaporan kegiatan.
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